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INTI SARI 

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui besarnya target dan realisasi 
uang pemasukan dari pemberian hak atas tanah, bagi hasil pajak bumi bangunan dan 
bea perolehan hak atas tanah dan bangunan kepada kas pemerintah daerah Kota 
Gorontalo, dan untuk mengetahui besarnya pendapatan daerah Kota Gorontalo dan 
sekaligus untuk mengetahui perbandingan penerimaan dari bagi hasil pajak dan 
bukan pajak dengan pendapatan asli daerah. 

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif sedangkan untuk menganalisis 
data digunakan analisis tabulasi yaitu dengan cara memasukkan data kedalam tabel 
kemudian diinterpretasikan, selanjutnya dibandingkan antara uang pemasukan dari 
pemberian hak atas tanah dengan pendapatan asli daerah Kota Gorontalo digunakan 
tabel dan grafik untuk lebih memperjelas penyajiannya. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa selama lima tahun anggaran terakhir 
1995/1996 sampai dengan tahun anggaran 1999/2000 telah diterbitkan sebanyak 
4. 540 buah surat keputusan pemberian hak atas tanah pada Kantor Pertanahan Kota 
Gorontalo. Selanjutnya dari surat keputusan tersebut menghasilkan uang pemasukan 
pemberian hak atas tanah bagi kas daerah Kota Gorontalo sebesar Rp. 20.615.223, 

sedangkan jumlah pendapatan asli daerah Kota Gorontalo selama lima tahun yaitu 
Rp. 13.191.198.679 

Realisasi dari uang pemasukan pemberian hak atas tanah untuk kas 
pemerintahan daerah kota Gorontalo tidak pemah mencapai target yang telah 
ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Dari target yang 
ditetapkan sebesar Rp. 43.500.000, hanya mencapai Rp. 20.615.223 atau 47,4 % 

dalam lima tahun anggaran terakhir yaitu tahun 1995/1996 sampai dengan 
1999/2000. Perbandingan antara uang pemasukan pemberian hak atas tanah untuk kas 
daerah Kota Gorontalo dengan jumlah keseluruhan pendapatan asli daerah selama 
lima tahun anggaran yaitu dari tahun anggaran 1995/1996 sampai dengan 1999/2000 

sebesar 0,16 %. Angka ini menunjukkan bahwa sumbangan bidang pertanahan untuk 
pendapatan daerah Kota Gorontalo dari uang pemasukan jumlahnya sangat kecil. 

Realisasi penerimaan dari bagi hasil pajak PBB dan BPHTB untuk kas 

daerah setiap tahun mencapai target yang ditetapkan dalam APBD . Untuk PBB, dari 
target yang ditetapkan sebesar Rp. 7.578.746.000, mencapai realisasi sebesar Rp. 
8.805.507.000 atau 116,2 % dalam lima tahun anggaran terakhir. Sedangkan untuk 
BPHTB, dari target yang ditetapkan sebesar Rp. 190.000.000, mencapai realisasi 
sebesar Rp. 170.330.212 atau 89,6 % dalam tahun anggaran 1998/1999 sampai 
dengan 1999/2000. Keberhasilan pencapaian penerimaan yang melebihi target dari 

PBB tersebut tidak terlepas dari peran Kantor Pertanahan Kota Gorontalo yang 
mensyaratkan bukti pelunasan PBB maupun BPHTB dalam pengurusan hak atas 
tanah. 
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BABI 

PENDAHULUAN 

_ A. Latar Belakang Penelitian 

Tanah sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa kepada bangsa Indonesia 

merupakan salah satu modal dalam mewujudkan masyarakat adil dan makmur 

berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Dalam usaha mewujudkan 

masyarakat adil dan makmur itu maka bangsa Indonesia menyelenggarakan 

pembangunan nasional secara berencana, menyeluruh dan merata diberbagai bidang 

termasuk didalamnya masalah Pertanahan. 

Dalam Ketetapan MPR Nomor IV/MPR/1999 Tentang GBHN Tahun 1999-

2004, salah satu arah kebijaksanaan pembangunan daerah berbunyi : 

" Mempercepat pembangunan ekonomi daerab yang efektif dan kuat 
dengan mem berdayakan pelaku dan potensi daerab, serta 

memperhatikan penataan ruang baik fisik dan sosial sebingga terjadi 
pemerataan pertumbuban ekonomi sejalan dengan pelaksanaan otonomi 
daerab "· 

GBHN dalam pelaksanaannya dituangkan dalam Program Pembangunan 

Nasional lima tahun (PROPENAS) yang memuat uraian kebijakan secara rinci dan 

terukur. PROPENAS dirinci dalam Rencana Pembangunan Nasional Tahunan 

(REPETA) yang memuat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). 

PROPENAS dan REPETA ditetapkan oleh Presiden bersama Dewan Perwakilan 

Rakyat 



Dalam pelaksanaan pembangunan disegala bidang termasuk pertanahan, 

memerlukan pembiayaan yang cukup besar. Sumber pembiayan pembangunan 

tersebut diutamakan berasal dari dalam negeri baik itu berupa tabungan pemerintah 

maupun tabungan masyarakat, serta sumber bantuan yang berasal dari luar negeri. 

Tabungan nasional yang meliputi tabungan pemerintah dan masyarakat perlu 

ditingkatkan melalui peningkatan penerimaan negara, terutama yang berasal dari 

sumber non migas. Sehubungan dengan itu sumber-sumber dana pembangunan yang 

ada perlu dikelola dan dikembangkan sebaik mungkin untuk memenuhi pembiayaan 

pembangunan, khususnya untuk pembangunan yang dibiayai negara. Untuk 

pembiayaan pelaksanaan kegiatan rutin maupun pembangunan dituangkan dalam 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk tingkat pusat dan dalam Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah untuk tingkat daerah. 

Penggalian dan pengerahan sumber penerimaan dalam negeri terutama dari 

pajak perlu ditingkatkan untuk pembiayaan pembangunan dengan tetap 

memperhatikan peningkatan kemampuan, pembiayaan oleh masyarakat dan dunia 

usaha, serta dari penerimaan negara bukan pajak yang terdiri dari penerimaan 

departemen, lembaga non departemen dan bagian penerimaan atas laba usaha negara 

terus ditingkatkan melalui penerbitan pungutan serta peningkatan dan 
' 

penyempumaan, pengelolaan administrasi. 

Untuk menjamin terselenggaranya tertib pemerintahan didaerah, pemerintah 



mengatur tentang pelaksanaan otonomi daerah. Pembentukan daerah otonom ini 

bertujuan untuk memungkinkan daerah yang bersangkutan mengatur dan mengurus 

rumah tangganya sendiri untuk meningkatkan daya guna dan basil guna 

penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka peningkatan pelayanan kepada 

masyarakat dan pelaksanaan pembangunan. 

Agar sopaya daerab otonom dapat mengurus rumab tangganya sendiri 
dengan sebaik-baiknya, maka kepadanya perlu diberikan soatu somber 
pembiayaan yang cukop. Tetapi mengingat babwa tidak semoa somber 
pembiayaan dapat diberikan kepada daerab otonom, maka kepada daerab 
otonom diwajibkan ontok menggali somber-somber keuangannya sendiri 
berdasarkan peratoran perondang-ondangan yang berlako (Soebino, 
1980:150) 

Inti dari titik berat otonomi daerah adalah kemandirian daerah yang 

bersangkutan untuk mengurus segala urusan yang telah diserahkan dengan sumber 

pembiayaan berasal dari daerah. Dengan demikian pemberian otonomi kepada daerah 

harus senantiasa diselaraskan dengan otonomi dalam bidang keuangan daerah 

sehingga tingkat ketergantungan keuangan pada pemerintah pusat dapat dikurangi. 

Berkaitan dengan hal ini, kiranya tidak dapat disangkal lagi bahwa pembiayaan untuk 

menjalankan otonomi daerah dibutuhkan dan guna membiayai penyelenggaraan 

pembangunan dan pemerintah di wilayahnya. 

Pemerintab daerab tidak akan dapat melaksanakan fungsinya dengan 
efektif dan efisien tanpa biaya yang cukup uotuk memberikan pelayanan 
dan pembangunao (Pamudji, 1985:61) 

Pendapat yang sama juga dikemukakan oleh Tbnu Syamsi yang menempatkan 

....1- --- L 



Oleh karena itu diperlukan upaya peningkatan pendapatan daerah melalui 

penggalian sumber pendapatan asli daerah, antara lain retribusi daerah, pajak daerah 

dan perusahaan-perusahaan daerah, disamping bantuan/pinjaman daerah. Juga 

pendapatan yang berasal dari dinas-dinas daerah dan dari pemberian pemerintah 

berupa bagi hasil pajak dan bukan pajak. 

Pemberian pemerintah berupa bagi hasil pajak dari bidang pertanahan 

merupakan kebijakan fiska1 pemerintah untuk memperoleh dana masyarakat dari 

kegiatan di bidang pertanahan. Pungutan pajak yang dikenakan pada masyarakat dari 

bidang pertanahan sampai saat ini berupa pajak bumi dan bangunan, bea perol�han 

hak atas tanah dan bangunan serta pajak penghasilan atas penghasilan dari pengalihan 

hak atas tanah dan I atau bangunan. 

Penerimaan dari sektor pajak bidang pertanahan pembagiannya bervariasi 

untuk kas daerah kecuali untuk pajak penghasilan atas penghasilan dari pengalihan 

hak atas tanah danlatau bangunan yang seluruhnya disetorkan ke pemerintah pusat. 

Untuk Pajak Bumi dan Bangunan penerimaan untuk kas daerah sebesar 90 %. 

Penerimaan daerah tersebut setelah dikurangi biaya pemungutan sebesar 10 %, dibagi 

untuk provinsi 20 % dan dan untuk daerah kabupatenlkota sebesar 80 % sesuai 

Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 1985 tentang Pembagian Hasil Penerimaan 
' 

Pajak Bumi dan Bangunan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah. 

Guna menyesuaikan dengan ketentuan Undang-undang Nomor 25 tahun 



pemerint::th pusat dan 90 1Yo untuk dacrah. Jumlah 90 1X, yang merupakan bagian 

dacrah diperinci sebagai bcrikut: 

a.16,2 % untuk daerah propinsi yang bersangkutan, 

b. 64,8% untuk dacrah kabupatcn/kota yang bcrsangkutan, 

c. 9% untuk biaya pemungutan. 

Pembagian tersebut sesuai ketentuan yang ditetapkan pada Peraturan 

Pemerintah Nornor 16 Tahun 2000 tentang J>embagian Has i l Penerimaan Pajak Bumi 

dan Bangunan anlara Pcmcrintah Pusat dan Daerah. 

Untuk pembagian hasil penerimaan bea perolehan hak atas tanah dan 

bangunan antara pemerintah pusat dan daerah, ditetapkan pemerintah pusat menerima 

b::tgian 20% dan daerah sebesar 80 % sesuai ketentuan Pcraturan Pemerintah Nomor 

33 tahun 1997 tcntang Pembagian 1-lasil Pcnerimaan Bca Perolehan Hak Atas Tanah 

, Dan Bangunan . 

Kantor Pertanahan Kota Gorontalo juga ikut scrta dalam membcrikan uang 

pemasukan kepada kas daerah Kola Gorontalo yaitu dari uang pemasukan pembcrian 

hak atas tanah scbcsar 20% mcnurut Pcraluran Mcnteri Dalam Negeri Numor 7 tahun 

1973 tcntang Pembagian Uang Pemasukan Pember ian Hak Atas Tanah. 

Uang pcmasukan, uang wajib tahunan dan biaya administrasi adalah 

merupakan penerimaan negara yang wajib dibayar kepada Kantor Bendahara Negara 



Sumbangan dari kantor pertanahan termasuk pendapatan daerah dari bagi 

hasil bukan pajak. Surnbangan ini masih kecil jika dibandingkan dengan sumber 

pendapatan daerah lainnya.Salah satu f�1ktor penyebah kccilnya pcmasukan dari 

kantor pertanahan karena hanya bersumber dari satu penerimaan saja yaitu dari surat 

keputusan pcmberian hak atas tanah 

Administrasi patanahan yang baik akan dapat mcningkatkan sumbcr 

pendapatan dar-i scktor pcrpajakan. 

"Bcrkaitan dcngan usaha-usaha untuk mcningkatkan penerimaan 
ncgara khususnya dari sektor perpajakan, adminstarsi pertanahan akan 
sangat mendukung sekali untuk meningkatkan penerimaan dari sektor 

pajak, khususnya dalam pengenaan pajak bumi dan bangunan yang obyek 
pajaknya bcrupa tanah dan bangunan "(Marso, 1996: 1 ) . 

Bcrdasarkan Undang-undang Nomor 21 tahun 1997 pasal 24 ditetapkan 

bahwa kepala kantor pertanahan kabupaten/kota hanya dapat melakukan pendaftaran 

hak atas tanah atau pendaftaran pcralihan hak atas tanah setelah wajib pajak 

menyerahkan bukti pembayaran pajak. Kemudian dalam Peraturan Pcmcrintah 

Nomor 34 tahun 1997 tentang Pelaporan atau Pemberitahuan Perolehan Hak A.tas 

Tanah dan atau 13angunan ditctapkan bahwa kcpala kantor pcrtanahan kabupaten/kota 

dalam hal terjadi pcrolehan hak atas tanah memberitahukan perolehan tersebut 

discrtai salinan surat sctoran bea perolehan hak atas tanah dan bangunan kepada 

Kepala Kantor Pelayan: :m Pajak Bumi dan 13angunan. Kepala kantor pertanahan 

kabu aten/kota yang melan • •ar kctentuan ini dikcnakan san •si scsuai ketcntuan 



Koordinasi antara kantor pertanahan dan kantor pelayanan pajak sangat 

penting dalam rangka tertib administarasi pertanahan dan perpajakan. Kenyataan ini 

juga didukung dengan adanya Surat Edaran Dirjen Pajak tanggal 14 Juni 1999 yaitu 

SE-37/PJ.6/1999 yang berbunyi: 

"Untuk mcnunjang pelaksanaan tcrtib adminstrasi pertanahan dan 
perpajakan khususnya Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak 
Atas Tanah dan Bangunan, para Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan 
llangunan agar sclalu melakukan koordinasi dengan Kepala Kantor 
Pcrtanahan di wilayah kerja Kantor Pelayanan PBB masing-masing". 

Karena penerimaan dari kantor pertanahan selama ini termasuk kecil maka 

perlu adanya upaya-upaya untuk lebih meningkatkan lagi penerimaan dari bidang 

pertanahan agar dapat menyumbangkan pemasukan yang berarti kepada kas daerah 

Kota Gorontalo. 

' Atas dasar hal tersebut, penyusun merasa tertarik untuk mengadakan 

penelitian dengan judul : "PERANAN KANTOR PERTANAHAN TERHADAP 

PENDAPATAN DAERAH KOTA GORONTALO PROVINSI SULAWESI 

UTARA ". 

B. Pcrumusan Masalah 

Pada penjelasan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok 

Pemerintahan di Daerah, angka 4 huruf c mengenai keuangan daerah, yaitu agar dapat 

mengurusi rumah tangganya sendiri dengan sebaik-baiknya perlu diberikan sumber-

l.: .. .• __ · ·--n � .. Jn•n tPt<>n; rYIPnoino�f h:thwa tidak semua sumber 



menggali scgala sumbcr kcuangan scndiri berdasarkan peraturan perundangan yang 

berlaku . 

Sumbcr pcndaputan dacrah yang bcrasal Jari bidang pc rtanahan yaitu dari 

pcmasuknn bagi hasil pajak bumi dan bangunan, bca pcrolchan hak atas tanah dan 

bangunan. Bagi hasil bukan pajak berupa pemberian hak atas tanah dari kantor 

pertanahan. Pendapatan tersebut dipergunakan untuk peningkatan pembangunan 

daerah dan setiap tahun anggaran dicantumkan Jalam Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah (APBD). 

Berdasarkan Jatar belakang dan uraian diatas, maka penyusun merumuskan 

pennasalahan sebagai berikut : 

1. apakah rea lisasi pcndapatan daerah dar i pajak dan bukan pajak bidang pertanahan 

mencapai target yang ditetapkan pemerintah daerah? 

2. sebcrapa besar peranan kantor pertanahan dalam pencapamn target yang 

ditetapkan tersebut? 

C. Pcmbatasan Masalah 

Didalam membahas suatu masalah haruslah diadakan batasan-batasan yang 

maksudnya untuk mcnghindari salah pengcrtian dan juga jangan sampai pcmbahasan 

ini meluas pada hal-hal yang tidak perlu. Dalam penelitian ini penyusun membatasi 



3. jumlah peralihan hak atas tanah , 

4. jumlah surat kcputusan pembcrian hak atas tanah, 

5. jumlah rx;ndapatan daerah Kota Gorontalo, 

6. jumlah hasil pencrirnaan dari PBB dan 13PIITI1 ke kas dacrah Kota Gorontalo. 

Data yang diambil mcliputi data kcgiatan dalam lima tahun anggaran tcrakhir 

( 1995/1996 sampai 1999/2000) 

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

t. Tujuan Pcnclitian 

Tujuan penelitian ini adalah: 

a). untuk mengetahui target dan realisasi pendapatan daerah dari sektor pajak dan 

bukan paj ak bidang Pertanahan di Kota Gorontalo, 

b). mcngctahui besarnya pcranan Kantor Pcrtanahan Kota Gorontalo dalam upaya 

pcncapaian target pcndapatan daerah dari bidang pcrtanahan yang diwujudkan 

dcngan membandingan kontrihusi bidang pcrtanahan terhadap jum lah pcndapatan 

asli daerah yang diterima oleh kas pemerintah daerah Kota Gorontalo. 

2. Kegunaan Penelitian 



yang akan datang dan dapat dipakai sehagai bahan pertimbangan pcngambilan 

kebijakan, schingga pcndapatan 

ditingkatkan, 

dacrah dari hidang pcrtanahan dapat 

b). dapat mcmberikan sumbangan pcmikiran dalam upaya mcningkalkan jumlah 

pendapatan daerah dari sektor pajak dan bukan pajak bidang pertanahan, 

c). mcmbcrikan sumbangan pemikiran unluk pengembangan bidang pertanahan 

dalam rangka realisasi pelaksanaan otonomi daerah. 



BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kcsimpuhtn 

Berdasarkan uraian dalam penyajian dan analisis data tcrsebut diatas, baik 

mengenai pembahasan tentang pendapatan daerah dar.i bagi basil pajak bidang 

pertanahan maupun mcngenai jum lah uang pemasukan pembcrian hak atas tanah 

pada Kantor Pertanahan Kota Gorontalo, juga perbandingan jumlah pendapatan 

daerah dari bidang pertanahan dengan pendapatan asli daerah Kota Gorontalo dari 

tahun anggaran 1995/1996- 1999/2000 dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. jumlah pendapatan daerah Kota Gorontalo selama lima tahun anggaran 

(.1995/1996-1999/2000) sebesar Rp. 157.467.973.000 dan pendapatan asli daerah 

sebesar Rp. 13.191.198.679. Pendapatan daerah dari bagi hasil pajak dan bukan 

pajak sebesar Rp. 12.303.546.000 atau · 7,81 % dari pendapatan daerah 

keseluruhan. Perbandingan penerimaan daerah dari pendapatan asli daerah dengan 

bagi basil pajak dan bukan pajak adalah sebesar 93,27 % dimana untuk bagi hasil 

pajak menyurnbang scbesar Rp. 11.388.855.000 atau 86,33 % dan bagi hasil 

bukan pajak mcnyumbang sebcsar Rp. 914.691.000 atau 6,93 %. Untuk bagi hasil 

pajak duri bidang pertanahan menyumbang sebesar Rp. 8.975.837.000 atau 

68.06 % scdang dari bagi basil bukan pajak bidang pertanahan menyumbang 



tanah untuk meningkatkan pcndapatan daerah jumlahnya sangat kecil 

dibandingkan dengan pendapatan asli daerah, 

2. realisasi uang pemasukan pemberian hak atas tanah selama lima tahun anggaran 

( 1995/1996-1999/2000) yang disetorkan ke kas pemerintah daerah Kota 

Gorontalo sebesar Rp. 20.615.223. Target yang ditetapkan dalam Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah sebesar Rp. 43.500.000 berarti terdapat 

kckurangan sebesar Rp. 22.884.777 atau 47 %. Bcrarti realisasi uang pemasukan 

pemberian hak atas tanah tidak sesuai dengan target yang ditetapkan, 

3. realisasi pencrimaan dari sektor pajak PBB selama lima tahun anggaran terakhir 

sebesar Rp. 8.805.507.000 atau 116,2 % dari target yang ditetapkan sebesar 

Rp. 7.578. 746.000. Berarti penerimaan dari pajak PBB mencapai target yang 

ditetapkan bahkan lcbih. Sedangkan realisasi untuk I3PHTB selama 2 tahun 

terakhir mencapai Rp. 1 70. 330.2 1 2  atau 89,6 % dari target sebesar 

Rp. 190.000.000., 

3. Kantor Pertanahan Kota Gorontalo mempunyai peranan yang berarti dalam 

mcmbantu pencrimaan daerah dari sektor pajak PBI3 dan BPHTB dengan 

mensyaratkan bukti pclunasan PB[3 maupun BPHTI3 dalam pengurusan hak atas 

tan a h. 



B. Saran - .saran 

Berdasarkan hasil penclitian 1n1 penyusun memberikan saran/masukan 

sebagai ber ikut : 

1. dcngan bcrlakunya Unclang-undang Nomor 22 tahun 1999 tenlang Pcmerintahan 

Dacrah, maka kcbijakan pembagian kcuangan yang diatur bcrdasarkan Peraturan 

Mentcri Dalam Ncgcri Nomor 7 tahun 1973 tentang Pembagian Uang Pemasukan 

Pembcrian Hak Atas Tanah sudah tidak sesuai lagi, sehingga perlu ditinjau 

kcmbali, 

' karena uang pemasukan dari pemberian surat keputusan pemberian hak atas 

tanah sangat kccil kontribusinya terhada p pendapatan dacrah dan merupakan satu

satunya penerimaan daerah dari kantor pertanahan maka perlu diadakan 

ekstensifikasi penerimaan daerah dari bidang pertanahan misalnya berupa 

pengenaan bea perolehan informasi pertanahan, bea izin perubahan penggunaan 

tanah dan bea reproduksi peta, 

. 3. instansi yang tcrkait dalam pelaksanaan pcmungutan pajak bumi dan bangunan 

dan bea pcrolchan hak alas tanah dan bangunan pcrlu mengadakan koordinasi 

dan kerja sama dengan Kantor Pertanahan Kota Gorontalo agar dalam 

pelaksanaan tugas instansi tersebut dapat berjalan lancar, sehingga pendapatan 

daerah dapat ditingkatkan guna lllClllbiayai pcnycknggaraan pcmcrintahan dacrah 
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